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WALIKOTA PADANG

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
"NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN » PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PADANG,

! bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan

Daerah’ Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 87), perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga
Berencana.

¢ 1.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan lembaran negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);



7.” Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

12.

13.

14,

15.

Daerah adalah Kota Padang.
Walikota adalah Walikota Padang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut dinas adalah
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Padang.
Sekretariat adalah Sekretariat pada dinas.

Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada dinas.

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada dinas.

- Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada dinas.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur

pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan
atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia.

Program adalah suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah,
terpadu dan sistimatis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah
ditentukan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi organisasi.

Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah upaya penguatan hak asasi,
peningkatan kualitas hidup dan peningkatan partisipasi perempuan dan
anak dalam membangun perdamaian.

Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya pencegahan dan
penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak



perempuan dar anak dalam penangan konflik sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik.

16. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia

(1)

(2)

(1)

ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan

bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang
berkualitas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2
Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3
Susunan organisasi dinas, terdiri atas :
a. kepala dinas;
b. sekretariat, terdiri dari :
1. sub bagian umum;
2. sub bagian keuangan;
3. sub bagian program.
c. bidang kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, data, dan
informasi, terdiri dar;j :
1. seksi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan bidang ekonomi; .
2. seksi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan bidang sosial, politik, dan hukum;
3. seksi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan bidang kualitas keluarga, data, dan informasi.
d. bidang pemenuhan hak anak, terdiri dari :
1. seksi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dan
pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
2. seksi hak sipil, informasi, dan partisipasi;
3. seksi kesehatan dasar dan kesejahteraan.
e. bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak,
terdiri dari :
1. seksi perlindungan perempuan;
2. seksi perlindungan khusus anak;
3. seksi data kekerasan perempuan dan anak.

f. bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, dan penggerakan, terdiri
dari :

1. seksi advokasi dan penggerakan;
2. seksi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
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(2)

(2)

(1)

(2)

37 "seksi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
g bidang keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga,
terdiri dari :
1. seksi layanan ber-keluarga berencana;
2. seksi pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;
3. seksi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
h. unit pelaksana teknis dinas; dan
i. kelompok jabatan fungsional.

Struktur organisasi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

BAB I1II
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tugas
pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal §

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengatur penyelenggaraan
urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan
pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan demi terwujudnya kesetaraan, keadilan
gender, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas mempunyai fungsi :



Q

menyusun kebijakan teknis dinas berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan demi terwujudnya pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana
yang berdaya guna dan berhasil guna;

merumuskan sasaran strategis berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk pencapaian pengelolaan dinas demi
terwujudnya perempuan yang tangguh, anak yang cerdas,
pengendalian kuantitas penduduk, dan keluarga berencana;
merumuskan program Kkerja berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan dinas dapat
terukur secara tepat dan optimal;

mengkoordinasikan ‘penyelenggaraan urusan pengelolaan dinas
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar
penyelenggaraan urusan dinas dapat diberdayakan secara tepat dan
optimal;

menyelenggarakan urusan pengelolaan dinas berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan demi terwujudnya pemberdayaan
perempuan, perlidungan anak, pengendalian kuantitas penduduk, dan
keluarga berencana di daerah;

mengendalikan  penyelenggaraan  urusan pengelolaan  dinas
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-
tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;

membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan dinas
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna
mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

mengarahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan dinas berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya
pelaksanaan tugas yang tepat sasaran;

menyelenggarakan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi
pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
melaksanakan  pendayagunaan tenaga  penyuluh keluarga
berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga
berencana;

melaksanakan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan
obat kontrasepsi;

melaksanakan pelayanan keluarga berencana;

melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan
ber-keluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga;

.. mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan dinas berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui
keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

melaporkan penyelenggaraan urusan dinas secara periodik kepada
Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai bentuk akuntablitas kinerja;

pengguna anggaran dinas;
pengguna barang dinas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian
penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan
pelaksanaan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, dan program.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Sekretariat mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program
dinas:

melaksanakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

melaksanakan pengkajian anggaran belanja;

melaksanakan pengendalian administrasi belanja;

melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

melaksanakan penatausahaan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan;
melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
melaksanakan peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan dinas;
melaksanakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian

peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol,
dan hubungan masyarakat;

k. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

l. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;

m. melaksanakan pengkajian dan penyusunan bahan rencana strategis,
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan
pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja  penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;
mengelola layanan pengaduan masyarakat;
melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;
mengelola layanan pengaduan masyarakat; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

DRt o a0 o

® %o o n

Paragraf 1
Sub Bagian Umum
Pasal 7

Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya'berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
menyiapkan bahan perumusan kebijakan  teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan
administrasi, dan perlengkapan di bidang umum, yang meliputi
pengelolaan administrasi kepegawaian, humas, protokol, organisasi dan
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(3)

(1)

(2)

S

tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan di

lingkungan dinas.

Penjabaran tugas Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah :

a. melakukan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman surat-
surat/naskah dinas, arsip, serta pengelolaan perpustakaan;

b. melakukan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan dinas;

¢. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan dinas;

d. mempersiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, penyaluran,
pemakaian, penggunaan, dan penghapusan barang dan perlengkapan;

€. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi penggunaan dan
pemakaian barang inventaris, kendaraan dinas, serta penggunaan
gedung kantor; .

f. menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan
kantor di lingkungan dinas;

mengatur pelaksanaan penggunaan dan pemakaian barang inventaris
dan perlengkapan kantor;

membuat rancangan dan program kerja Sub Bagian Umum;
melakukan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
melakukan tugas keprotokolan dinas;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah
ditetapkan;

menyusun bahan pembinaan disiplin pegawai;

. menyiapkan bahan pembuatan sasaran kinerja setiap pegawai;
mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan data kepegawaian dinas;
mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas;
mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala
pegawai,

q. mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran

pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai dinas;

r. mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti
pendidikan dan pelatihan;

menyusun bahan rencana kesejahteraan pegawai;
mengkoordinir kehadiran pegawai;

u. menyusun laporan kepegawaian dan daftar urut kepangkatan dan
bezetting; ‘

v. mempertanggungjawabkan kegiatan Sub Bagian Umum yang telah
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan penggandaan naskah dinas; dan

X. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya. :

W opg -

o

g

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Pasal 8
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian
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(3)

(1)

(2)

(3)

penyelénggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan
pelaksanaan di bidang keuangan, yang meliputi penyusunan rencana
anggaran pendapatan dan belanja dinas, verifikasi, perbendaharaan, dan
penyusunan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah :

a. menyusun program dan rencana keuangan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. melakukan pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;

C. menyiapkan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan,
surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran
tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan
tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya;

d. memproses dokumen pelaksanaan anggaran;

melakukan verifikasi surat pertanggung jawaban;

f. mempersiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan
keuangan;

g menyimpan dan memelihara dokumen keuangan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menyusun laporan keuangan bulanan, triwulan, dan tahunan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i, menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan;

j. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub
Bagian Keuangan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

o

Paragraf 3
Sub Bagian Program
Pasal 9

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris.

Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan urusan penyusunan perenanaan program, rencana umum
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, serta proposal
pengembangan kegiatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan
dinas sesuai skala prioritas, anggaran, perumusan rancangan kebijakan
umum, penataan personil, organisasi, dan evaluasi.

Penjabaran tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah :

a. menyusun dan menyiapkan rancangan rencana umum dan rencana
strategis;

b. menyusun dan menyiapkan rancangan program dan kegiatan;
¢. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran pendapatan
dan belanja;

d. mengumpulkan data, menyusun, dan merumuskan rancangan
peraturan dan kebijakan teknis lainnya;

€. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan, serta tugas pokok dan fungsi;



menyusun dan melakukan program peningkatan dan pengembangan
sumberdaya aparatur;

menyusun rencana anggaran kegiatan belanja langsung dan tidak
langsung;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan
keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah, penetapan kinerja, serta laporan lain yang harus disusun oleh
dinas;

melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub
Bagian Program; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data, dan Informasi

Pasal 10

(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data, dan Informasi
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data, dan Informasi
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan
kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan
program sesuai dengan ruang lingkup bidang. .
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data, dan Informasi
mempunyai fungsi :

(2)

(3)

a.

merumuskan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum,
dan kualitas keluarga;

melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga;
menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga;

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga,;
melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
pencrapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum,
dan kualitas keluarga;

melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum,
dan kualitas keluarga;

menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis,
dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial,
politik hukum dan kualitas keluarga;
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(1)

(2)

(3)

i. “melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga;

j. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,

analisis, dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi,
sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga;

k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi
gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas
keluarga;

l. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi
gender di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas
keluarga;

m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik,
hukum, dan kualitas keluarga;

n. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender;

0. melaksanakan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan;

p. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan
gender dan hak anak;

q. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik,
hukum, dan kualitas keluarga; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi

Pasal 11

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data,
dan Informasi.

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
dalam menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan
berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup seksi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjabaran tugas Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah :

a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi;
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(1)

(2)

C. “menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi;

d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang ekonomi;

¢. melakukan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi;

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

g melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi;

h. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis,
dan penyajian data'dan informasi gender di bidang ekonomi;

i. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi gender di
bidang ekonomi;

j. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis, dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;

k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi
gender di bidang ekonomi;

l. melakukan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi
gender di bidang ekonomi;

m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan  kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;

n. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang
ekonomi;

0. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di
bidang ekonomi;

p. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan
informasi gender di bidang ekonomi; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Sosial, Politik, dan Hukum

Pasal 12

Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Sosial, Politik, dan Hukum dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan,
Kualitas Keluarga, Data, dan Informasi.

Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Sosial, Politik, dan Hukum mempunyai tugas
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(3)

membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan kebijakan dan
perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai

ruang lingkup seksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penjabaran tugas Seksi Pelembagaan Pengarustamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik, dan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan

gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan
hukum,;

b. menyiapkan forum ‘koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
sosial, politik, dan hukum;

C. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
sosial, politik, dan hukum;

d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang sosial, politik, dan hukum,;

e. melakukan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
sosial, politik, dan hukum;

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;

g melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang sosial, politik, dan hukum;

h. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis,
dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik, dan
hukum;

i. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi gender di
bidang sosial, politik, dan hukum;

j. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis, dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial,
politik, dan hukum;

k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi
gender di bidang sosial, politik, dan hukum;

. melakukan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi
gender di bidang sosial, politik, dan hukum;

m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik, dan
hukum;

n. menyiapkan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang
ekonomi;

0. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan perempuan di
bidang ekonomi;

p. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan
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(1)

(2)

3)

informasi gender di bidang sosial, politik, dan hukum; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data, dan Informasi

Pasal 13

Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data, dan Informasi dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan,
Kualitas Keluarga, Data, dan Informasi.

Seksi Pelembagaan Pengarusutamasn Gender dan Pemberdayaan
Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data, dan Informasi mempunyai
tugas membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan kebijakan dan
perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai
ruang lingkup seksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penjabaran tugas Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data, dan Informasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
kualitas keluarga;

c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
kualitas keluarga; :

d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
di bidang kualitas keluarga;

e. melakukan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
kualitas keluarga;

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

g melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang kualitas keluarga;

h. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis,
dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;

i. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi gender di
bidang kualitas keluarga;

j. menyiapkan penyiapan perumusan Kkajian kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi gender di
bidang kualitas keluarga;

k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi
gender di bidang kualitas keluarga;
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(1)

(2)

(3)

I “melakukan ~ fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi
gender di bidang kualitas keluarga;

m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
penyalian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;

n. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan

peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender
dan hak anak;

o. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan
informasi gender di bidang kualitas keluarga; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pemenuhan Hak Anak
Pasal 14

Bidang Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan

berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak
sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan, serta pendidikan, kreativitas, dan
kegiatan budaya;

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga
dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan, serta pendidikan,
kreativitas, dan kegiatan budaya;

¢. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait
hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan, serta pendidikan,
kreativitas, dan kegiatan budaya;

d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan,
serta pendidikan, kreativitas, dan kegiatan budaya;

e. melakukan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pemenuhan
hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,
keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan, serta
pendidikan, kreativitas, dan kegiatan budaya;

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi
dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan, serta pendidikan, kreativitas, dan kegiatan budaya;

g melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan
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partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan, serta pendidikan, kreativitas, dan kegiatan budaya;

h. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis,
dan penyajian data dan informasi dj bidang pemenuhan hak anak;
i. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang
pemenuhan hak anak;

j. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,

analisis, dan penyajian data dan informasi dj bidang pemenuhan hak
anak; ,

k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi
- di bidang pemenuhan hak anak;

1.  melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis, dan penysjian data dan informasi di bidang
pemenuhan hak anak;

m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

n. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;

0. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningatan kualitas hidup anak;

p. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan
informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan,

(1)

(2)

(3)

Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
Pasal 15

Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan,
Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.

Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan Pendidikan,
Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan kebijakan dan
perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai
ruang lingkup seksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penjabaran tugas Seksi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
dan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang
pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang
dan kegiatan budaya;

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak

anak di bidang pengasuhan  alternatif dan pendidikan serta
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

15



menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di
bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu
luang dan kegjatan budaya;

melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan
serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.

melakukan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pemenuhan
hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan
alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan
budaya;

melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang
dan kegiatan budaya; '

menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan
alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan
budaya; '

melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi
di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan
waktu luang dan kegiatan budaya;

melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang
pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang
dan kegiatan budaya;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;

menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan
alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan
budaya;

melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan
pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan
informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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(1)

(2)

(3)

Pa'ragrat" 2
Seksi Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi
Pasal 16

Seksi Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.

Seksi Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan
pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang
lingkup seksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjabaran tugas Seksi Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak
sipil, informasi, dan partisipasi;

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak
anak di bidang hak sipil, informasi, dan partisipasi;

¢. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di
bidang hak sipil, informasi, dan partisipasi;

d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi, dan partisipasi;

¢. melakukan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pemenuhan
hak anak di bidang hak sipil, informasi, dan partisipasi;

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil,
informasi, dan partisipasi;

g melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang hak sipil, informasi, dan
partisipasi;

h. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis,
dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi, dan
partisipasi;

i. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang hak
sipil, informasi, dan partisipasi;

J.  menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang hak sipil,
informasi, dan partisipasi;

k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi
di bidang hak sipil, informasi, dan partisipasi;

l. melakukan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kehijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi
di bidang hak sipil, informasi, dan partisipasi;

m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
penyajian data dan informasi di bidang hak sipil, informasi, dan
partisipasi;

n. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di bidang hak sipil,
informasi, dan partisipasi;

0. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningatan kualitas hidup anak di bidang hak sipil, informasi, dan
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(1)

(2)

(3)

partisipasi; dan

p. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan
informasi di bidang hak sipil, informasi, dan partisipasi; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
Pasal 17

Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.

Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan
pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang
lingkup seksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjabaran tugas Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang
kesehatan dasar dan kesejahteraan;

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak
anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

¢. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di
bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

e. melakukan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan pemenuhan
hak anak di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar
dan kesejahteraan;

g melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak di bidang kesehatan dasar dan
kesejahteraan;

h. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis,
dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan
kesejahteraan;

i. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang
kesehatan dasar dan kesejahteraan;

j. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis, dan penyajian data dan informasi di bidang kesehatan dasar
dan kesejahteraan;

k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi
di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

l. melakukan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi  kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan informasi
di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;

m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
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penyajian “data dan informasi di bidang kesehatan dasar dan
kesejahteraan;

menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha dj bidang kesehatan
dasar dan kesejahteraan;

melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningatan kualitas hidup anak di bidang kesehatan dasar dan
kesejahteraan;

melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data dan
informasi di bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 18

(1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan
kebijakan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan
program sesuai ruang lingkup bidang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
mempunyai fungsi :

(2)

(3)

a.O

menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga,
di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat, kondisi khusus,
serta dari tindak pidana perdagangan orang;

menyiapkan perumusan kebijakan di’ bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga,
di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat, kondisi khusus,
serta dari tindak pidana perdagangan orang;

menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat,
kondisi khusus, serta dari tindak pidana perdagangan orang;
menyiapkan forum koordinasi penyusunan Kkebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat,
kondisi khusus, serta dari tindak pidana perdagangan orang;
menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga,
di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat, kondisi khusus,
serta dari tindak pidana perdagangan orang;

menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga,
di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat, kondisi khusus,
serta dari tindak pidana perdagangan orang;

melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
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rumah’tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan
di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi
darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;

melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus
anak;

menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;

menyiapkan perumusan kajian kebijjakan di bidang perlindungan
khusus anak;

melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;
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(1)

)

(3)

U. melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;

v. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

w. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

Xx. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

y. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan
anak;

z. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan
terhadap perempuan dan anak;

aa. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

bb. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

cc. melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan
terhadap perempuan dan anak;

dd. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan
anak;

ee. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan

ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Perlindungan Perempuan
Pasal 19

Seksi Perlindungan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan

Khusus Anak.

Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis

ruang lingkup perlindungan perempuan sesuai urusan yang menjadi

kewenangan seksi.

Penjabaran tugas Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) adalah :

a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga,
di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus
serta dari tindak pidana perdagangan orang;

b. menyiapkan perumusan kebijjakan di bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga,
di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus
serta dari tindak pidana perdagangan orang;
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menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan dij
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga,
di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus
serta dari tindak pidana perdagangan orang;

menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga,
di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus
serta dari tindak pidana perdagangan orang;

melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
melakukan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
melakukan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat
dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan
terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan Korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
tindak pidana perdagangan orang;

melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap

22



(1)

(2)

(3)

@)

perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang; dan

p. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan
korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Perlindungan Khusus Anak
Pasal 20

Seksi Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan

Khusus Anak.

Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas membantu Kepala

Bidang dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis

ruang lingkup perlindungan khusus anak sesuai urusan yang menjadi

kewenangan seksi.

Penjabaran tugas Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus
anak;

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;

¢. menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan
khusus anak;

d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;

e. melakukan fasilitasi, sosialisasi, dan distribusi kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak;

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

g melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan

h. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penerapan
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak
Pasal 21
Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan
dan Perlindungan Khusus Anak.

Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan
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(3)

(1)

(2)

(3)

kebijakdn "teknis ruang lingkup kekerasan perempuan dan anak sesuai

urusan yang menjadi kewenangan seksi.

Penjabaran tugas Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis,
dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan
anak;

b. menyiapkan forum ‘koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan
terhadap perempuan dan anak;

C. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

e. melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan
terhadap perempuan dan anak;

f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan
anak; dan

g melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan
Pasal 22

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian' Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan,

mengolah, dan menganalisis data dan informasi program dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan

mempunyai fungsi :

a. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan
penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan
penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan,
advokasi, dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

d. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah
daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
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(1)

(2)

3)

€. ‘melaksanakan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian
penduduk;

f. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi
kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

g melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana;

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian
penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan
penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

i. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian
penduduk dan sistem informasi keluarga;

j. melaksanakan penyuluhan, advokasi, dan penggerakan di bidang
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

k. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

fo—
.

Paragraf 1
Seksi Advokasi dan Penggerakan
Pasal 23

Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan
Penggerakan.

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis
ruang lingkup advokasi dan penggerakan sesuai urusan yang menjadi
kewenangan seksi.

Penjabaran tugas Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) adalah :

a. menyiapkan bahan pemberian fasilitasi pelaksanaan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang advokasi, penggerakan, komunikasi,
informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana,
kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera, dan pemberdayaan keluarga;

b. menyusun rencana kegiatan seksi;

c. melaksanakan kebijakan teknis di bidang advokasi, penggerakan,
komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga
berencana, kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera, dan
pemberdayaan keluarga;

d. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, penggerakan,
komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga
berencana, kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera, dan
pemberdayaan keluarga;

e. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, dan
melaporkan data dan informasi program pengendalian penduduk,
keluarga berencana, kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera, dan
pemberdayaan keluarga;

f. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi,
penggerakan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian
penduduk, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, keluarga
sejahtera, dan pemberdayaan keluarga;

g melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan advokasi,
komunikasi, informasi, dan edukasi;
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(1)

(2)

(3)

h. “menyiapkan bahan pemberian tasilitator program kependudukan dan
keluarga berencana;

i. melakukan kerjasama dengan mitra kerja terkait;

j» menjadi anggota/ koordinator, ketua pada tim, kelompok kerja, panitia,
satuan tugas yang ditetapkan dengan putusan pejabat yang berwenang;
dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB
Pasal 24

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan, dan Penggerakan.

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB mempunyai tugas membantu

Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, serta

pemantauan dan evaluasi penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan
kader keluarga berencana.

Penjabaran tugas Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. mengolah dan meyusun perencanaan pembinaan penyuluh keluarga
berencana, serta menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
pembinaan lini lapangan;

b. mengolah dan menganalisa kondisi penyuluh keluarga berencana dan
permasalahan;

c. melakukan koordinasi lintas komponen internal terhadap upaya
pembinaan penyuluh keluarga berencana;

d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan antar lembaga
dan lembaga non pemerintah;

e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan penyuluh
keluarga berencana serta mekanisme operasional lini lapangan;

f. mengembangkan upaya pengembangan dalam pembinaan penyuluh
keluarga berencana dan mengusulkan pemberian penghargaan;

g melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan institusi
masyarakat pedesaan, serta mekanisme operasional lini lapangan;

h. mengolah dan meyusun perencanaan pembinaan institusi masyarakat
pedesaan, serta menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
pembinaan lini lapangan;

i. mengolah dan menganalisa kondisi institusi masyarakat pedesaan dan
permasalahan; .

j. melakukan koordinasi lintas komponen internal terhadap upaya
pembinaan institusi masyarakat pedesaan;

k. mengembangkan upaya pengembangan dalam pembinaan institusi
masyarakat pedesaan dan mengusulkan pemberian penghargaan
untuk institusi masyarakat pedesaan;

. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan institusi
masyarakat pedesaan, serta mekanisme operasional lini lapangan;

m. mengolah dan meyusun perencanaan pembinaan serta menyusun
petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan lini lapangan;
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(1)

(3)

n. mengolah dan menganalisa kondisi institusi masyarakat pedesaan dan
permasalahannya;

o. melakukan koordirasi lintas komponen internal terhadap upaya
pembinaan penyuluh keluarga berencana institusi masyarakat
pedesaan;

p. melakukan penyiapan bahan pembinaan institusi masyarakat
pedesaan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
Pasal 25

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan, dan Penggerakan.

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai :tugas

- membantu Kepala Bidang dalam melakukan, menyiapkan pembinaan,

pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma,

standar, prosedur, kriteria, serta pemantauan dan evaluasi penyuluhan

dan pendayagunaan PLKB.

Penjabaran tugas Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. memfasilitasi dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang
pengendalian penduduk;

b. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian
penduduk;

. memberikan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan program

pengendalian penduduk;

d. memberikan bantuan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan program
pengendalian penduduk;

¢. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penetapan
analisis dampak kependudukan; ,

f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan penetapan
parameter kependudukan; '

g melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama pendidikan
kependudukan; .

h. melakukan penyiapan bahan-bahan pengumpulan, pengolahan,
analisis, evaluasi, dan pelaporan data dan informasi pengendalian
penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, serta
keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

i. melakukan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, situs resmi
BKKBN, pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan
reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

j. melakukan layanan kepustakaan dan penyebarluasan informasi
pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan kesehatan
reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

k. mengumpulkan dan mengolah pendataan dan pemutakhiran data
keluarga;

1. menyiapkan petunjuk pelaksanaan pendataan keluarga dan
pemutakhiran data keluarga;
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(1)

(2)

(3)

(1)

m. melaksanakan sosialisasi, evaluasi pendataan, dan pemutakhiran data
keluarga; s

n. melakukan analisis hasil pendataan keluarga;

0. melaksanakan sarasehan hasil pendataan keluarga dan pemutakhiran
data;

p. melakukan analisis kebutuhan formulir pendataan dan pemutakhiran
data keluarga;

q. melaksanakan entri pemutakhiran data keluarga;
I. menyiapkan laporan pendataan dan pemutakhiran data keluarga;

s. melaksanakan publikasi hasil pendataan, pemutakhiran data keluarga,
dan melakukan pengawasan;

t. melaksanakan penyerasian dan keterpaduan kebijakan pengendalian
penduduk dan keluarga berencana; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya. :

Bagian Kedelapan

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 26

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan

penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan

kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan

dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan

keluarga.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga

mempunyai fungsi :

a. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana,
ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;

b. melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana,
ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;

c. melaksanakan penyelenggaraan norma, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;

d. melaksanakan pelayanan keluarga berencana statis dan mobile;

€. melaksanakan pembinaan kesertaan ber-keluarga berencana;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana,
ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;

8 memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga
berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga;

h. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

—to
-

Paragraf 1
Seksi Layanan Ber-Keluarga Berencana
Pasal 27

Seksi Layanan Ber-Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
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(2)

(3)

Jyawab“kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan
Kesejahteraan Keluarga.

Seksi Layanan Ber-Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang dalam mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan dan
melaporkan kegiatan pelayanan keluarga berencana.

Penjabaran tugas Seksi Layanan Ber-Keluarga Berencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. menyiapkan konsep kebijakan teknis dan strategi pelaksanaan
kegiatan  pelayanan keluarga berencana dan serta peningkatan
partisipasi pria dalam program keluarga berencana;

b. menghimpun dan mengklasifikasi data dan informasij untuk
penanggulangan efek samping, komplikasi, dan kegagalan pemakaian
kontrasepsi program dan rujukan,;

C. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan kelangsungan
hidup ibu, bayi, dan anak, serta pencegahan masalah kesehatan
reproduksi;

d. menyusun rencana kerja penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, serta pencegahan
masalah kesehatan reproduksi;

€. menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan dan anggaran
pelaksanaan kebijakan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan
anak, serta pencegahan masalah kesehatan reproduksi;

f. menyiapkan bahan konsep evaluasi kegiatan pelaksanaan kebijakan
pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak, serta pencegahan
masalah kesehatan reproduksi;

g. melakukan penyiapan koordinasi hubungan kerja dengan komponen
dan instansi terkait pelaksanaan kebijakan pembinaan kelangsungan
hidup ibu, bayi, dan anak, serta pencegahan masalah kesehatan
reproduksi;

h. menyiapkan konsep penyusunan rencana kegiatan pelayanan keluarga
berencana dan peningkatan partisipasi pria;

i. menyiapkan konsep kebijakan teknis dan strategi pelaksanaan
kegiatan peningkatan pelayanan keluarga berencana serta peningkatan
pertisipasi pria dalam program keluarga berencana;

j. merencanakan dan menyusun jadwal pelayanan kontrasepsi baik rutin
maupun terpadu;

k. menghimpun dan mengklasifikasi data dan informasi untuk
penanggulangan efek samping, komplikasi, dan kegagalan pemakaian
kontrasepsi program dan rujukan;

. melakukan pemantauan bersama instansi terkait dalam pelaksanaan
standarisasi mutu pelayanan kontrasepsi dan penyerasian kriteria
kelayakan tempat pelayanan serta mutu alat kontrasepsi;

m. menyiapkan pertemuan koordinasi dengan lembaga/institusi terkait
tentang pengelolaan pelayanan kontrasepsi, non kontrasepsi, serta
ryjukan pelayanan, baik pelayanan peserta keluarga berencana
maupun remaja yang bermasalah;

n. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan
keluarga berencana serta peningkatan partisipasi pria;

0. merumuskan Kkebijakan operasional penyiapan pelayanan keluarga
berencana, kesehatan reproduksi, dan partisipasi mitra pelayanan
keluarga berencana,. Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Lembaga
Swadaya Organisasi Masyarakat;
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(1)

(2)

(3)

P. “menyusull rencana operasional program pelayanan keluarga berencana
dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, pembinaan
jaringan pelayanan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi;

Q. membina kerjasama dan keterpaduan dengan institusi teknis terkait
dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan dan strategi
pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

r. merumuskan segmentasi wilayah sasaran dalam pemenuhan
permintaan masyarakat terhadap pelayanan dan kesehatan reproduksi;

S. menyusun rencana peningkatan dan pengembangan sarana dan
tenaga pelayanan;

t. mengkoordinasikan penyelenggaraan  kegiatan jaminan pelayanan
keluarga berencana, pembinaan jaringan pelayanan  keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi, perlindungan hak-hak
reproduksi remaja, serta pelaksanaan program peningkatan partisipasi
pria;

U. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada

~ atasan; dan

v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana
Pasal 28

Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan,
dan Kesejahteraan Keluarga.
Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan pembinaan,
pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang
pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta.
Penjabaran tugas Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
a. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan
kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;

b. menyusun rencana kerja, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan
kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta;

¢. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan peningkatan
akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah
tertinggal, terpencil, perbatasan dan miskin perkotaan, serta
peningkatan kesertaan keluarga berencana pria;

d. merencanakan pendistribusian alat kontrasepsi program dan non
kontrasepsi dalam membina peserta keluarga berencana;

€. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan partisipasi Pembantu
Pembina Keluarga Berencana Desa, Sub Pembantu Pembina Keluarga
Berencana Desa, dan kelompok keluarga berencana untuk pembinaan
peserta keluarga berencana;

f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengayoman dan perlindungan
pemakaian/penggunaan alat kontrasepsi program;

8- mengkoordinasikan penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan program
Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga
antar sektor pemerintah dan Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat;
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(2)

(3)

h. "melakukan pembinaan kinerja Penyuluh Keluarga Berencana, Institusi
Masyarakat Pedesaan, dan kelompok keluarga berencana lainnya
dalam pembinaan kesertaan berkeluarga berencana; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Pasal 29

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan,
dan Kesejahteraan Keluarga.

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang dalam melakukan penyiapan bahan pembinaan,
pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma,
standar, prosedur, dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi di bidang
ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Penjabaran tugas Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. memfasilitasi dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;

b. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa data dan informasi yang
berkaitan bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

C. menyusun/mengembangkan konsep kebijakan dan strategi bidang
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

d. menyusun/ mengembangkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis untuk progr -program dalam bidang ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;

€. melakukan upaya-upaya terciptanya keterpaduan dari sinkronisasi
program-program dalam bidang ketahanan dan kesejahteraan
keluarga;

f. melakukan upaya-upaya terciptanya pengembangan program-program
yang ada dalam bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga; .

g melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi/ lembaga
terkait;

h. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi
keluarga;

i. mengumpulkan data dan informasi mengenai perkembangan ekonomi
keluarga bersumber dari evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun
sebelumnya sebagai bahan penyusunan kebijakan program
kesejahteraan keluarga dan sebagai bahan untuk menyusun rencana
program, kegiatan, dan anggaran yang akan dilaksanakan;

Jo menyusun petunjuk pelaksanaan program maupun anggaran
kesejahteraan keluarga;

k. melakukan hubungan kerja dengan komponen dan instansi terkait,
profesi, dan pemerhati remaja dalam upaya pengembangan program
kesejahteraan keluarga;

. melakukan upaya terlaksananya monitoring dan pengendalian program
ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara terpadu;

~m. menyiapkan konsep program kegiatan peningkatan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga;
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

.- menyusun rencana kegiatan program peningkatan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga;

0. menyiapkan petunjuk dan pedoman program peningkatan ketahanan
dan kesejahteraan keluarga;

p. memfasilitasi penyiapan sarana untuk mendukung kegiatan
peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

q. melakukan indentifikasi dan penyelesaian masalah yang berkaitan
dengan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

r. melakukan bimbingan dan pembinaan program peningkatan
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

s. melakukan orientasi program Kesehatan Reproduksi Remaja dan
generasi  berencana, penilaian pusat informasi konseling
remaja/mahasiswa;

t. melakukan promosi dan sosialisasi tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja, serta Pendewasaan Usia Perkawinan melaluj berbagai media
elektronik dan media cetak;

u. melakukan penggalangan komitmen dengan mitra kerja terkait,
membentuk dan membina pusat informasi konseling remaja, baik Jalur
formal maupun informal dan menyiapkan konsep pembentukan dan
pembinaan program generasi berencana, serta memberdayakan dan
mengembangkan kelompok pusat informasi konseling remaja menjadi
tahap tumbuh, tegak, dan tegar;

v. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program
ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

w. melakukan kemitraan dengan perangkat daerah terkait dari segi
permodalan, kualitas hasil produksi, dan pemasaran hasil produksi;

X. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan program ketahanan
dan kesejahteraan keluarga; dan

y. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 30

Pada dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembernitukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 31

Pada dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok
jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-
undangan. )

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai
dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
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BAB IV
TATA KERJA
Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugas pada masing-masing satuan organisasi dan
kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun antar
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengawasi
bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan pada masing-masing satuan organisasi di lingkungan
dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya,
memberi bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan masing-masing satuan organisasi di lingkungan dinas
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala pada

- waktunya.

| BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota
Padang Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (Berita
Daerah Tahun 2012 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

B RN

-

; . Pasal 34

i’eréﬁﬁran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.
'izg'lgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

e
SnE g
IR

alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
nggal 29 Voveméer 2016

'Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 \JuvemGer 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 4
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR %4 TAHUN 2016

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

TEKNIS DINAS

KEPALA
SEKRETARIAT
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
| |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
Umum Keuangan Program
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
A}
Kualitas Hidu: ' . .
; tas Hidup Perlindungan Hak Pengendalian Keluarga
erempuan, . Berencana,
Kualitas Keluargs Pemenuhan Hak Perempuan dan Penduduk, Ketahanan. dan
’ Anak Perlindungan Penyuluhan, dan . '
Data, dan Khusus Anak Pengserakan Kesejahteraan
Informasi usus B! Keluarga
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
Pelembagean Ul;ik:ﬂsm K:i:mr@ .
|— Pengarusutamaan | et Pengasuhan — — -
Gender dan ”P:“"‘i‘““ dan Perlindungan Advokasi dan Lay anan.Bcr
Pemberdayaan adidikan, Perempu Pe ak Keluarga
Pomanfaatan Waktu puan nggerakan Berencana
Perempuan Bidang Luang, dan Kegiatan <
Ekonomi Budaya
SEKSI SEKSI SEKS! SEKSI SEKSI
Pelembagnan a
| Pcns::xstamm | Hak Sipil - | | Penyuluhan || Pembinaan
P ‘y:"m I nformaaip dan Perlindungan dan Kesertaan Ber-
Perempuan Bidang Partisi ’asi Khusus Anak Pendayagunaan Keluarga
Sosial, Politik, & P PLKB Berencana
Hukum
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
Pelembagaan
Pen .
— é‘;’“.mi‘,“:;"n““ —1 Kesehatan —|Data Kekerasan ] P‘:;l?f::l? ;2 —1 Ketahanan dan
Pemmag:n Dasar dan Perempuan dan Informasi Kesejahteraan
Perempuan 8 i
Kualites Keluarga, Kesejahteraan Anak Keluarga Keluarga
Data, dan Informaai
- 1
[UNIT PELAKSANA




